BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Labuan Bajo, 22 Desember 2022

Kepada Yth,

Ketua DPRD Kab. Manggarai Barat;

Sekertaris Daerah Kab. Manggarai Barat;

Para Staf Ahli Bupati;

Para Asisten Setda Kab. Manggarai Barat;

Para Kepala OPD se-Kab. Manggarai Barat;

Sekretaris DPRD Kab. Manggarai Barat;

Para Camat se-Kab. Manggarai Barat;

Para Lurah/Kepala Desa se-Kab. Manggarai

Barat;

9. Para Pimpinan BUMN/BUMD Kab.
Manggarai Barat;

10. Para Kepala Sekolah se -Kab. Manggarai
Barat;

Nk

Masing-masing
Di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 703/Inspek.3/3-1/SE/1182/XI1/2022

TENTANG
HIMBAUAN MELAPORKAN GRATIFIKASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 86 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Manggarai Barat dan dalam rangka mendukung upaya
pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya
keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal

sebagai berikut:



Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan
tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas,
menjalin silaturahmi, dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang
membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara
berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak
dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pegawai di lingkup Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat wajib
menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan
permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta
tidak memanfaatkan kondisi perayaan hari raya untuk melakukan
perbuatan/tindakan koruptif;

Permintaan/pemberian dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari
Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan Institusi
kepada masyarakat, perusahaan dan/atau Pegawai
Negeri/Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun lisan,
merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak
pidana korupsi;

Berdasarkan pasal 7 poin 1 Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 86
Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, setiap Pegawai
Negeri/Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang
berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal
penerimaan gratifikasi, atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
tanggal penerimaan gratifikasi,

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang
mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan
sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan
melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat
Daerah Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak tanggal penerimaan gratifikasi;

Seluruh Pimpinan Unit Kerja agar meneruskan himbauan ini secara

internal kepada pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan kerjanya.



Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan
dengan penuh tanggungjawab.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta,

2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang,

3. Wakil Bupati Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo,

4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Manggarai Barat di Labuan
Bajo.





https://gol.kpk.go.id
mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
http://www.kpk.go.id/gratifikasi




